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THE WORLD 

SHIFTED
Source : Hermawan Kertajaya



SHIFT #1

From Vertical to Horizontal

300+
million population

800+
million population

Breaking News Trending Topics

Source : Hermawan Kertajaya



SHIFT #2

From Exclusive to Inclusive

Local Action Borderless Action

Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) Era Orba
Di bawah Jaksa Agung

Gerakan anti korupsi saat ini dilakukan lintas
fungsi dan bahkan lintas negara



SHIFT #3

From Individual to Social

Eliot Ness All Americans
Source : Hermawan Kertajaya

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Eliotness.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Eliotness.jpg
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RULE OF LAW VS RULE OF MORAL
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NENEK MINAH













Kebebasan yang hilang...

Rutan KPK
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KEBEBASAN 
YANG “MAHAL”...



PREVALENSI TERTINGGI PERKARA KORUPSI PADA 
PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENYUAPAN 
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Kepolisian, Parlemen, Peradilan, dan
Partai Politik dipersepsikan korup oleh

masyarakat

Skala 1-5, dimana berarti tidak korup sama sekali, sedangkan 5 berarti sangat korup

Sumber: Global Corruption Barometer (2013) 

Masalah Korupsi Indonesia:
Korupsi Birokrasi dan Politik
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KISAH GREAT WALL of CHINA



Dalam 100 tahun
pertama, musuh
berhasil masuk

sebanyak 3x. Bukan
dengan cara

dirubuhkan, namun
dengan cara memberi 
GRATIFIKASI penjaga
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SISTEM 
VS
MANUSIA





3/23/2015 Footer text here25







KONVENSIONAL



ALAT BUKTI ... SYSTEM



• Kantor berhutang dengan saya
• Saya hanya meminjamnya, saya akan

mengembalikannya nanti
• Tidak ada yang terluka
• Saya sudah lama berkontribusi, wajarlah saya

mendapat sesuai penghargaan lebih
• Saya telah melaksanakan banyak hal untuk negara ini
• Semua orang melakukan hal yang sama



COSTLY...& Potentially Corrupt

• Without SUPPLY

D:/Hilda Alatas/Documents/Sosialisasi Gratifikasi/prejudice.mpeg
D:/Hilda Alatas/Documents/Sosialisasi Gratifikasi/prejudice.mpeg


Rumah Mewah
Rp. 3 miliar
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ITU DULU . . .
SEKARANG???
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Divonis: 31 tahun (4 perkara)
Rp 74 miliar dirampas untuk negara

Pasrah !! 
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Pegawai Pajak
Golongan III.A
Lahir: 9 Mei 1979
Pendapatan : + Rp 9 juta

Rp74 miliar,
harus dikumpulkan dalam
waktu 685 tahun
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“ADIK ” GAYUS?

- Vonis 10 tahun Penjara dan denda Rp 300 jt
- Barang bukti berupa tanah dan harta benda Dhana dirampas untuk negara

Bermula dari menerima
gratifikasi Rp 2,75M dari PT 

Mutiara Virgo dan cek perjalanan Bank 
Mandiri senilai Rp750 JUTA

1

2 Melakukan pemerasan pada PT 

Kornet Trans Utama Rp 1M

Melakukan pencucian uang RP 

11,4M dan 302 ribu USD3





Member of Parliament & 

Treasurer of Polictical Party 

MULTI JURISDICTIONAL INVESTIGATION



Menyuap Jaksa
Urip Tri Gunawan
Nilai : Rp 6 M

Kerugian Negara 
Kasus BLBI
Nilai : Ratusan
Triliun

Menyuap Petugas
Imigirasi
Nilai : Puluhan Juta

Menyewa Pesawat
untuk menangkap
Nazarudin
Nilai : Rp 4,8 M
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APA ITU 
GRATIFIKASI





Saya tidak KORUPSI

Saya hanya terima 

GRATIFIKASI!
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PELAPORAN

PIDANA
Pasal 12B & Pasal 12C UU 20/2001

Pasal 16-18 UU KPK



Defenisi Gratifikasi KBBI

• gra·ti·fi·ka·si n

• uang hadiah kpd pegawai di 
luar gaji yg telah ditentukan

Blacks Law Dictionary

• A gratuity; a recompense or 
reward for services or benefits, 
givenvoluntarily, without 
solicitation or promise

“Pemberian dalam arti luas “

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. 

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri dan yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)
47

http://thelawdictionary.org/solicitation/


Ancaman Pidana Penerima
GRATIFIKASI

PENJARA seumur hidup, atau

PENJARA 4 – 20 tahun, dan

DENDA Rp200 juta – Rp 1 miliar



Unsur Pasal 12B jo 12C UU 20/2001

Penerimaan 
gratifikasi;

Uang

Barang

Fasilitas

Discount

Rabat DLL

Pegawai negeri/
penyelenggara negara;

UU 28/1999

Ps. 1 angka 2 UU 
31/1999

UU 30/2002

UU 5/2014

Pasal 92 KUHP

Gratifikasi 
dianggap suap:

Gratifikasi diperoleh 
dari pihak yang 

memiliki hubungan 
jabatan dengan 
penerima; dan,

Penerimaan 
gratifikasi tersebut 

berlawanan dengan 
kewajiban dan 
tugas penerima

Tidak Dilaporkan ke KPK paling 
lama 30 HK

Langsung ke
KPK (30 HK)

Melalui UPG 
(7 HK)



“PEMBUKTIAN TERBALIK” dalam Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi yang 
tidak dilaporkan setelah
melewati 30 hari kerja

Penerimaan suap dalam waktu
lama, berkali-kali dan sulit

pembuktiannya. 

Misal: pejabat yang memiliki
kekayaan melimpah dan tidak

sesuai dibanding penghasilan sah

Menerima suap dengan temuan harta
tertentu diduga diperoleh dari suatu

pemberian.

Misal: Data temuan PPATK, kepemilikan aset
yang muncul yang nilainya melampaui

sumber pendapatan si pejabat.

Diadopsi dari buku: ADAMI CHAZAWI, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, 2011 (hlm 87-88) 50



< Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah)

> Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah)

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan

merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan

merupakan suap dilakukan oleh penerima

gratifikasi

“Setiap pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah, penyelenggara yang berdasarkan bukti permulaan

mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber

pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperoleh.”

(Sambutan Pemerintah dalam pembahasan revisi UU No.31 tahun 1999)
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PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI

WAJIB DILAPORKAN 

PADA KPK

TIDAK WAJIB 

DILAPORKAN PADA 

KPK

1. Pedoman Pengendalian

Gratifikasi
2. Surat KPK No. B-143 th 2013

MILIK NEGARA

Gratifikasi dianggap Suap:

• berhubungan dengan

jabatan , dan

• bertentangan dengan

tugas dan kewajiban

KEDINASAN

MENERIMA

Dalam keadaan tertentu:

• Diterima secara tidak

langsung;

• Dalam keadaan tidak

dapat menolak;

• Ragu dengan kualifikasi

gratifikasi

TOLAK

• Gratifikasi yang 

dianggap Suap, 

• diberikan langsung

MILIK PENERIMA

Tidak berhubungan dg 

jabatan & tidak

bertentangan dg tugas

dan kewajiban

PELAPORAN 

INTERNAL

GRATIFIKASI



PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

SUAP

PEMERASAN

GRATIFIKASI



Perbedaan Gratifikasi & Suap

SUAP

ada meeting of 
mind

GRATIFIKASI

tidak ada
meeting of mind

Prof. Dr. 
Eddy Omar 
Syarif, SH, 

MH 
SUAP

Perbuatan yang 
mengindikasikan
meeting of mind telah
dilakukan

GRATIFIKASI

Pelaporan ditekankan
pada kesadaran. 
Serperti konsep self 
assessment di 
perpajakan

Djoko 
Sarwoko, 
SH, MH SUAP

niat jahat (mens
rea) telah ada
saat penerimaan

GRATIFIKASI

niat jahat (mens
rea) dianggap ada
setelah 30 HK

Drs. Adami 
Chazawi, 

SH



Karena hubungan 
keluarga, sepanjang 
tidak memiliki konflik 
kepentingan.

Penyelenggaraan pernikahan, 
kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, 
dan potong gigi, atau upacara 
adat/agama lain paling banyak 
Rp1.000.000,00.

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



Terkait Musibah atau 
Bencana paling banyak 
Rp1.000.000,00; 

Sesama Pegawai pada pisah sambut, 
pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak 
berbentuk uang) paling banyak 
Rp300.000,00 dengan total pemberian 
Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi 
yang sama;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



Sesama rekan kerja paling banyak (tidak
dalam bentuk uang) Rp200.000,00 
dengan total pemberian Rp1.000.000,00 
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang 
sama;

Hidangan atau sajian yang 
Berlaku Umum;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



Prestasi akademis atau non akademis 
yang diikuti dengan menggunakan 
biaya sendiri seperti kejuaraan, 
perlombaan atau kompetisi tidak 
terkait kedinasan;

Keuntungan atau bunga dari 
penempatan dana, investasi 
atau kepemilikan saham 
pribadi yang Berlaku Umum;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



Manfaat bagi seluruh peserta 
koperasi atau organisasi
pegawai berdasarkan 
keanggotaan yang Berlaku 
Umum;

Seminar kit yang berbentuk 
seperangkat modul dan alat tulis 
serta sertifikat yang diperoleh dari 
kegiatan resmi kedinasan seperti 
rapat, seminar, workshop, 
konferensi, pelatihan, atau kegiatan 
lain sejenis yang Berlaku Umum;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



Penerimaan hadiah, beasiswa atau 
tunjangan baik berupa uang atau 
barang yang ada kaitannya dengan 
peningkatan prestasi kerja yang 
diberikan oleh Pemerintah atau pihak
lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

Diperoleh dari kompensasi atas profesi 
diluar kedinasan, yang tidak terkait 
dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, 
tidak memiliki konflik kepentingan dan 
tidak melanggar aturan internal 
instansi pegawai/kode etik;

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
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DEMI TUHAN YANG
HIDUP, YANG DIHADAPAN-NYA AKU MENJADI PELAYAN, SESUNGGUHNYA AKU TIDAK
AKAN MENERIMA APA-APA
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https://kws.kpk.go.id

65

https://kws.kpk.go.id/


SMART WAY TO DELIVER VALUES

Good

Better

Much
Better



Aplikasi Android & iOS



Terima Kasih



Direktorat Gratifikasi
Gedung KPK lt. 1 Jl. HR. 

Rasuna Said Kav. C-1
Jakarta Selatan 12920

SMS [0855-88-45678]
Telp [021-2557 8440] 
Fax [021-5289 2448]

Email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
www.kpk.go.id /gratifikasi
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